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BUPATI LENBGOKrtflu 
PROVINS! BE 

PBRATURAN BUPATI LE:~:G 
NOMOR 22 T.AHUl'f 2 

TENT.ANG p0KOK 

PENYEDIA.AN DAN PENYALURAN CAD.ANG.Alf p.ANGAN 
DI KABUPATEN LEBONO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUIIAN yAJfG MAHA £SA 

BUPATI LEBONG, U dang 
Pasal 58 Undang- n 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pangan Pexnerintah Daerah 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang d·a~ dan penyaluran 

bertanggung jawab dalam penye I~nya sesuai dengan 

Pangan Pokok dan/atau pangan • kin rawan pangan dan 
. b . syarakat xn1s , 

kebutuhan, baik agi ma d rat di Daerah; 
Gizi, maupun dalam keadaan aru 

an pangan dan untuk 
b. bahwa untuk terwujudny1:1 ketahan angan baik transien 

pencegahan terjadinya ns1ko raw: r Kabupaten Lebong, 

maupun kronis terh?-dap masyar a kok di Daerah yang 

perlu adanya penyecliaan cadangS~ po C dangan Pangan 
merupakan bagian dari Sub 1stexn a 

Nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak5 ud 

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ~enetapkan 

Peraturan Bupati Lebong tentang Penyed1aan dan 

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kabupaten Lebong. 

I. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

RepubHk Indonesia Nomor 4393); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

,, ,-;- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Le?1baran Negara ~epublik Indonesia Nomor 

5234), sebagrumana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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Memperhatikan 

_,-

Menetapkan 

tentang Pangan 
8 'fahun 2012 2012 Nornor 

4. UndunR-Undnng Nomor /k JndoneRia 'f?"und nesia Nomor 
(Lembuga Negara Repub I ara Rcpubhk In ° 
227, Tambuhon I.crnbornn Neg 
5360); 

2014 
ten~g 

23 Tuhun l r k Indonesia 
5. Undang-Undang Nomor an Negara Repu > 1 Negara 

Pemcrintahan Daerah (Lernbar Tarnbahan Lebaranah diubah 
Tahun 2014 Nomor 244, 7 sebagairnana tel r 9 
Rebublik Indonesia N~mor 558 ), Undang-undang N~~ang 
beberapa kali terakhtr dengan K dua Atas Undang- n ah 
Tahun 2015 tentang perubahan e Pernerintahan Daer 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang • Tahun 2015 Nomor 

brk Indonesia · Nomor (Lembaran Negara Repu 1 blik Indonesia 
58, Tambahan Lembaran Negara Repu 
5679); 

17 Tahun 2015 ten~g 
6. Peraturan Pemerintah N°:°?r mbaran Negara Repubbk 

Ketahanan Pangan dan GlZl (Le Tambahan Lembaran 
Indonesia Tahun 2015. Nomor ~~80 ; 
Negara Republik Indonesia Nomor ) 

• Pertanian 
7. Peraturan Men ten 

65/PERMENTAN/OT.140/ 12/20lO tentang 
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan 
Kabupaten/Kota; 

Nomor 
Standar 
Provinsi 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T~unN 
2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Benta . egara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), seba~rumana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomo~ 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157). 

lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Kebijakan 
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh 
Pemerintah. 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYEDIAAN 
DAN PENYALURAN CADANG.f-N PANGAN POKOK DI 
KABUPATEN LEBONG. · 

BABI 
~TENTUAN UMtJ'-M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Kepala ~aerah adalah Bupati Lebong. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lebong. 

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi sebagai unsur Pelaksana Pemenntah 
Daerah. 



r' l{abupaten 
pangan oJ<P. 

J{cwhnnon an nama ogan 
5. Dinos odnluh Dinos 

1 
dJ'singkol de~Jet""hanan Pa 

I ·utnyi · · · s o c • 
Lcbong yung sc unJ h J{cpoltt oma~ . yang 
Kcpolu Dinos Hdoln . oaerah 

0 
Kobupotcn Lcbong. wn dan gcianJll a.ran pcndapa.ta 

7. Anggomn P~ndapo PBD adalah Angg di 
sclanjutnya drncbut A bupatcn Lebong, ,.djaan pangan . 
clan Bclanja Daerah Ka_ I adalah perse msi manus1a, 

8. Cadangan Pangan N°st00~a untuk kon~~dapi keadaan 
seluruh wilayah In<loncs untuk meng 
bahan baku industri dan I h persediaan 

ah ada a ·ntah darurat. p kok oaer . Ieh pernen 
9. Cadangan Pangan ° t u dikuasai 0 

pangan yang dikelola a a . . bencana 
. enst1wa 

Daerah. 1 h terjadmya P ke·adian yang 
1 O. Kcadaan Darurat ad~J~k yang heba_t dan tu~ rnencegah 

alam, non alam, pace n manus1a un . kan 
pua · rkira · 

terjadi di luar ~emam eskipun dapat dip_e kibatkan oleh 
atau menghindannya m ristiwa yang dia . gunung 

11 Bencana alam adalah pe bumi tsunami, . an 
. alam dapat berupa gemdpa g kek;ringan, angin top ' 

.. .. ban an , 
meletus, banJtr, banJtr alam lainnya. usim 
tanah longsor dan bencana . an an adalah I11: 

12. Paceklik yang berkepanJ be~kepanjangan sehingga 
kekurangan pangan yang en ediaan bahan pangan 
merupakan masa sulit dalam P Y uk pada periode 
di suatu wilayah tertentu termasg besar antara 

'd k ·mbangan yan terjadinya ketl a sei 
penyediaan dan kebutuhan. d' . untuk suatu daerah, 

p adalah kon isi • 
13. Rawan angan g tingkat ketersediaan 

masyarakat, rumah tangg~d~n kup untuk memenuhi 
dan keamanan pangannya tI cu . d 
standar kebutuhan Psikologis bag1 kebutuhan an 
kesehatan masyarakat. 

14 Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan 
· pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga 
antara Jain berbagai musibah, bencana al~, kerusuh~, 
musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bers1fat 
mendadak. 

15. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan 
yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang 
dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya 
alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan 
kondisi masyarakat menjadi miskin. 

16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat 
Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani 
yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan 
skala ekonomi dan efisiensi usaha. ;£,. 

17. Kegia_tan Peng~n_ibangan U saha Pangan Masyarakat Y:~~ 
selanJutnya d1s1ngkat dengan PUPM adalah kegiaran. . ' 
memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat>.•, 
(Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tan~ 
(~oktan); lembaga usaha masyarakat yang bergerak ~h 
b1dang Pru:1gan) dalam melayani Tako Tani Indonesia 
untuk melljaga stabilisasi nasok:=m rh:in han~a oangan. 
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/ . · Pangan 

baga oistnbus1 n PLDPM 
18. Kegiatan Penguatan . 1.,erna disingkat dei;!a rangka 

Masyarakat yang selanJU~:giataan dala snya pada 
adalah merupakan apoktan khUSU n agar 
meningkatkan kernarnp~an g asaran/pengotaha dalatn 
unit usaha Distribusi/pern anggotanya .

1 
roduksi 

mampu membantu k n/mengolah ha;1 p rnarnPu 
mendistribusikan/rnernas:~a~i panen ray~ :butuhail pangannya disaat mengh ngan bagi 
menyediakan cadangan dapr paceklik- . . kat BULOG 
anggotanya disaat mengha p}anjutnYa d15 ing gjawab 

19. Badan Usaha Logistik yang se yang bertanggun untuk 
adalah perusahaan. negar~ogistik pangan secara 
terhadap ketersediaan. bahan pangan 
mengamankan ketersed1aan 
nasional. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 ah 
cadangan pangan daer 

( 1) Penyediaan dan penyaluran d. akan cadangan pangan 
dimaksudkan un tuk ?1enye 1 an pangan daerah yan~ 
komoditi beras sebagai cadang ah dan rnenanggulangi 
disalurkan dalam rangka mencebg ncana transien, kronis . gan pasca e geJala kerawanan pan 
dan keadaan darurat. cadangan pangan (2) Penyediaan dan penyal:1ran . 
pemerintah Kabupaten bertuJuan. ak t yang 
a. Memenuhi kebutuhan beras _°:asyar a an 

al . keadaan darurat clan ns1ko rawan pang meng am1 an cuaca akibat pasca bencana, gagal panen, ganggu 
dan sebagainya; dan 

b. Menjamin ketersediaan pangan pokok beras secara 
merata di setiap daerah. 

BAB III 
SASARAN 

Pasal 3 

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah 
masyarakat di Kabupaten Lebong yang mengalami : 
1. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat 

bencana alam, bencana non alam, gangguan cuaca, gagal 
panen atau keadaan darurat; dan 

2. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir 
dalam kondisi darurat karena bencana maupun 
masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 4 

Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan 
Pokok Pemerintah Kabupaten Lebong wajib mengalokasikan 
setiap tahun sesuai dengan kondisi kemampuan Keuangan 
Daerah, yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB \7 
BESARAN B.ANTU.AN 

pasal 5 d erah 
angan a k 

cadangan ~ an poko 
Besaran bantuan penyaluran konsurns1 ~ang nganan 
dihitung sesuai dengan kebutuhan dengan han pena 
penduduk/ orang/ hari dijumlahkan 
risiko rawan pangan. 

BAB \Tl sANAAN 
ORGANISASI PELAK 

pasal 6 
. askan untuk 

h yang ditug Dinas 
(1) Organisasi Perangkat Daera Kabupaten adalah 

mengelola cadangan panga: Lebong. lolaan 
Ketahanan Pangan Kabu~ate kelancaran penge inas 

(2) Dalam rangka menunJang K bupaten oleh D . 
·ntah a k Tim 

cadangan pangan Pemen Lebong dibentu 
Ketahanan Pangan Kabupa~e~erikut: 
Kerja dengan susunan sebagru Kabupaten Lebong 
a. Kepala Dinas Ketah~nanb_Pangan 

Sebagai PenanggungJawa , . Ketahanan Pangan 
'd ada Dmas b. Kepala B1 ang P . a· 

Kabupaten Lebong sebaga1_ Ketu Ketahanan Pangan 
Ke ala Seksi pada Dmas . 

c. Ka1upaten Lebong sebagai Sekretans; clan 

d . rgi:t;~r Bulog Sub Divisi Regional Rejang Le~on~ 2: Unsur Badan Meteorologi Klimatologi an 
Geofisika Bengkulu; 

3. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda 
Kabupaten Lebong; 

4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong; 
s. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten 

Lebong; 
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Sosial Kabupaten Lebong; 
7 . Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Le bong; 
8 . Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lebong; dan 
9 . Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lebong. 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dangan Keputusan Bupati. 

BAB VII 
MEKANISME PENYEDIAAN 

Pasal 7 

Penyediaan cadangan pangan daerah diatur dalam perjanjian 
kerjasama anta~a Dinas Ketahanan Pangan Kabupate.n 
Lebong dengan p1hak penyedia barang : . 
1. Bulog ~ub Divisi Regional Rejang Lebong yang disepakati 

melalm Memorandum of Understanding (MOU). 
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2. Pihak 
Penyedia . 

beras Yang Ill . barang, peJaku usaha atau distnbuto~ 

Illelalui Mi arnpu tnenyediakan beras yang disepak~ 

Gapoktan 1;c;Mandum of Understanding (MOU) sepe 
' , LUPM/PUPM. 

Pasal 8 

Penyediaan d k n dengan 
ketentu ca angan pangan daerah dilaksana a 

an sebagai b •ku 
1. Kualita en t : . n an pangan 

s beras yang disediakan sebagru cada ~ ang 

d~erah harus memenuhi standar kuahtas y 

ditetapkan oleh pemerintah; menyediakan 
2

· Harga satuan yang dikenak~n dalam an harga pasar 

cadangan pokok beras disesurukan deng . . 

atau harga yang berlaku pada saat pembiiaiUPM/PUPM, 

3. Perum Bulog Sub Divisi, Gapoktan, L~P .'butor beras 

dan pelaku Usaha atau Dis~·hara dan 

bertanggungjawab untuk meme 1 agar tetap 
. ku litas beras 

mempertanggungiawabkan a 
sesuai dengan kondisi awalnya. 

Pasal 9 

d pangan pokok 
(I) Pelaksanakan penyediaan ca 8:°gan tahun sampai 

Kabupaten dilaksanakan setiap M. • um (SPM) 
terpenuhinya target Standar Pelayanan tntm 

Sebanyak 100 ton. • d an 
(2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagat ca ang 

pangan pokok pemerintah Kabupaten Lebong 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tid_ak tersalurkan 

kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertang~ng 

jawab untuk memelihara dan mempert_ahan_kru:1: kuaht~s 

terhitung sejak tanggal ditandatangan1 peIJ~Jtan keIJa 

sama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam 

kesepakatan bersama yang dituangkan dalam 

Momerandum of Understending (MOU). 

BAB VIII 
MEKANISME PENYALURAN 

Pasal io 

(1) Desa/Kelurahan mengajukan permintaan kebutuhan 

beras kepada Bupati melalui Tim Kerja Kabupaten, 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan 

pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana 

non alam dan/ atau keadaan darurat; dan 

b. Jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan. 

(2) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pengecekan lokasi 

dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan 

pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah yang 
diusulkan. 



(3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengajukan 
permintaan penyaluran pangan sebagai cadang8? 
pangan pokok daerah kepada pihak pe~yedi~ 
berdasarkan hasil pengecekan lokasi dan venfikast 
kelompok sasaran oleh Tim Kerja Kabupaten, d8?, 
selanjutnya penyedia mengeluarkan betas bagi lokasi 
yang dimohon. . 

(4) Penyaluran pangan oleh penyedia sebagaimr~ 
dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilakUkan sete a 
berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 

Pasal 11 

. angan pokok Titik bagi penyaluran beras sebagru cadang~ J an kantor daerah dilaksanakan sesuai sasaran sampru eng 
pemerintah desa/kelurahan. 

Pasal 12 

. d an pangan pokok Biaya penyaluran beras sebagru. ca anj ebagaimana 
daerah dari Gudang ke titik_ b~g1 peny u:a;a~ Pemerintah dimaksud dalam Pasal 9 menJad1 tanggungJa 
Daerah. 

Pasal 13 

T. Kerja Kabupaten Lebong membuat Berita Acara 
T~~ma bantuan kepada setiap · kelompok sasaran 
diketahui oleh Camat, Kepala Desa/Lurah setempat. 

BABIX 
PELAPORAN 

Pasal 14 

Serah 
yang 

( 1) Setiap peng1nman bantuan cadangan pangan pokok 
daerah oleh pihak penyedia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, dilaporkan kepada Dinas Ketahanan 
Pangan Kabupaten Lebong disertai dengan Berita Acara 
peny~~ahan bantuan, paling lambat 15 hari setelah 
peng1nman. 

(2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan kondisi 
cadangan pangan daerah kepada Bupati Lebong yang 
memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, 
Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan 
beras daerah di gudang setiap 3 bulan sekali atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini 
diundangkan. mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 20 Maret 2020 

TARIS DAERAH 
ATEN LEBONG, 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 20 Maret 2020 

';( BUPATI LEBONG,12 

tro~.,~ 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 22 

• i 


